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Abstrak

Pembentukan Organisasi Advokat sebagaimana diamanahkan dalam U ndang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ternyata menimbulkan polemik
mengenai Organisasi Advokat yang mana vang diakui keberadaannya oleh undang-
undang tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa UUD 1945 telah memberikan
perlindungan yang mendasar atas kebebasan berserikat dan berkumpul maka
terhadap ketentuan pasal tersebut memberikan dasar secara konstitusional
bahwa setiap Advokat sebenarnya berhak untuk mendirikan lebih dari saty
Organisasi Advokat, sehingga dari hal ini ditemukan kesalah pemahaman dalam
Undang-Undang Advokat, yang mencampur-adukkan pengertian suatu organisasi
dan pembentukannya dengan apa makna hakiki dari tujuan pembentukan
Wadah tunggal dalam profesi Advokat. Tulisan ini ditujukan agar dalam dalam
Pembentukan wadah tunggal tersebut tidak menimbulkan konflik perebutan
antar Advokat dengan tanpa mengesampingkan kebebasan dan kemandirian

vokat yang sejalan dengan tujuan negara hukum modern yang demokratis
Yyang didalamnya mensyaratkan adanya peran pemerintah dalam pembentukan
Wadah tunggal tersebut.

Kata Kunci : advokat, peran pemerintah, wadah tunggal.
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Organisasi Advok

Advocates Bar and the Urgency at dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat

0 : ;
f the Government's Role in the Profession of Advocale

mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum maka hal ini tidak dapat dilepaskan
dari implementasinya, baik sistem penegakan hukumnya maupun aparat penegak
pukum yang ada di Indonesia. Kedua hal tersebut, baik sistem maupun pelaksana
sistem tersebut dapatlah diperumpamakan dua sisi mata uang yang satu sama
lain tidak dapat saling dipisahkan saty sama lain.

Advokat adalah sebagai salah satu aparat penegak hukum? kesimpulan ini
diperoleh selain salah satu tugasnya adalah menjaga hak dari tersangka atau
terdakwa yang notabene tidak dapat dipungkiri adalah juga dalam upaya mencari
keadilan dan penegakan hukum, hal dinyatakan pula dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi yang menyatakan :

“Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status
kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara
dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan
menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi
yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat ...".?

Selain apa yang telah terdapat dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi
tersebut, pemerintah juga menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan advokat
dalam prinsip Criminal Justice System sebagai salah satu mata rantai selain
Kepolisian, Kejaksaan (KPK untuk tindak pidana tertentu) dan Pengadilan (selain

Pemasyarakatan). Masing-masing institusi penegak hukum tersebut diatur oleh

undang-undang yang mengaturnya, yang tentunya memiliki tugas, fungsi dan

kewenangannya yang berbeda antara satu dengan lainnya dan memiliki sistem
pengawasan masing-masing:
Kepolisian Republik Indonesia antara lain memiliki kewenangan melakukan
penyelidikan, penyidikan terhadap seluruh tindak pidana dan apabila dalam
melaksanakan tugasnya melakukan unprofesional conduct dapat diajukan

kepada Komite Etik Kepolisian atau Kompolnas;
Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan penuntutan dan
penyidikan dalam tindak pidana tertentu dan apabila dalam melaksanakan
tugasnya melakukan unprofesfanal conduct dapat diajukan kepada Komisi
Kfiaksaan;

P takan “Advokat berstatus sebagal penegas Rk, benas dan
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tetay ng;namka' menys | -

y 1aNdii yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-uncer R penber 2006 b 57 bt 4dan 6

Ut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUU-V/2006 1angg pembe
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der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Dewwaarders (6t
1848 8), Bevoegdheid departement hoofd In hurgelijie zaken van land (5th i;’}i(;
- 446 jo.Sth. 1922 : 523), dan Vertegenwoor, diging van de tund in rechten ‘ff’ B.S
e 522" chten (KF.
Namun sejalan dengan kebutuhan Jasa hukum Advolkat pada saat sebarang
cemakin meningkat, dan semakin berkembangnya kebutuhan hukurm rrm'.y;:mk;:?:
memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk
terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukurm
bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebensran, keadilan,
dan hak asasi manusia. Oleh karena itu Advokat sebagai profesi yang bebas,
mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan
dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi
hukum®. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah bersama dengan DPR
mengeluarkan suatu undang-undang yang mengatur tentang Advokat yaitu Undzng
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

Salah satu pengaturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalzh
pengaturan mengenai Organisasi Advokat sebagaimana termaktub Pasal 28 ayat
1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dimana disebutkan bahwa “Organisasi
Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri
yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud
dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”. Jika dipahami secara
komprehensif maka Undang-Undang tentang Advokat memberikan amanah kepada
Para Advokat untuk dapat membentuk organisasi Advokat yang satu satunya
sebagai wadah yang memayungi profesinya yang bebas dan mandiri ’tf:rsehut,
Mamun dalam pembentukan organisasi Advokat di Indonesia tcrnyfzw menimbulkan
Polemik mengenai organisasi Advokat yang mana yang diakui keberadaannya
oleh undang-undang tersebut, sebagaimana diketahui pcrmasalafllan yang t{:ru:(;
bgrkepanjangan berkaitan dengan hal tersebut adalah meng(.:nzfl tcrbb'antul'c::‘y:
Organisasi Advokat PERADI dan Organisasi Advokat.KAf, dlmanau cl?,'. pi d:
PERAD) Menyatakan bahwa organisasinya adalah organisasi advokat satu satunya
,rsebut dipertentangkan oleh
}'ang s;h diakui oleh undang-undang, namun hal e = cnsi Advokat PERADI

‘K:M"d-engan salah satu alasannya bahwa pendirian Organisa: '

M m°menuhi ketentuan yang berlaku’.

Organisast Advokm
Advocates Bor ond the Urgeney of
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Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa ma
yang cukup krusial dan perlu untuk diluruskan mengenai pemahaman bagai -
seharusnya keberadaan Organisasi Advokat itu sendiri, hal ini bl:rgun:‘m”m
cita-cita dan tujuan sebenarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Advokat itu dapat terpenubi,

B. Perumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi permasalahan utama dalam pembentukan Organisasi

m Undang-Un
tentang Advokat 7 g-Undang Nomor 18 tahun 2003

2. Bagaimanakah peran
Organisasi Advokat di |
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ndonesia 7
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Organisasi Ady
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Advocates Bar and the U at dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat

rgency of the Governmeny's Role in the Profession of Adsocute
kewajiban-kewajiban atay tugas-tugas untuk dilaksanakan”!!
D. Mooney mengemukakan lebih sederhana bahwa “Q
setiap perserikatan manusia untyk mencapai tujuan
Stephen P. Robbins menyatakan bahwa “Organisasi adala
yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah ba
diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus
suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuans,

,» sedangkan James
rganisasi adalah bentuk
bersama”' Sedangkan
h kesatuan (entity) sosial
tasan yang relatif dapat
menerus untuk mencapai

Pengertian organisasi menurut menurut Maringan dapat dibedakan pada

dua macam, yaitu : 14

- Organisasi sebagai alat dari manajemen artinya organisasi sebagai wadah/
tempat manajemen sehingga memberikan bentuk manajemen yang
memungkinkan manajemen bergerak atau dapat dikaitkan.

- Organisasi sebagai fungsi manajemen artinya organisasi dalam arti dinamis
(bergerak) yaitu organisasi yang memberikan kemungkinan tempat manajemen
dapat bergerak dalam batas-batas tertentu. Dinamis berarti bagaimana
organisasi itu bergerak mengadakan pembagian pekerjaan. Misalnya pimpinan
harus ditempatkan di bagian yang strategis.

UUD 1945 telah mengamahkan dalam pembentukan suatu organisasi, dan
memberikan perlindungan yang mendasar, yang semula prinsip kebebasan atau
kemerdekaan berserikat ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945 (pra reformasi)
yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikirai]
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-gndelmg,
setelah reformasi, melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, jaminan
konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam Pasal 28E.ayat (3) UUD 1945
yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserll;at, ber:ur;?nult,edaa 2
mengeluarkan pendapat”. Dengan demikian UUD 1945 secara langsung g

Mmemberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (freedom
kebebasan

of association). kebebasan berkumpul (freedom of assembly), c?an cebe
sociation), kebe ), tidak hanya bagi setiap warga

Menyatakan pendapat (freedom of e.xpressron By
hegara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orangy

asing yang berada di Indonesia.*®

rmasuk juga orang

. Perintis, 2011, h. 18-19
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' unia usaha ituy, [ll] p.i--f'-.—-

-

Pemeriniah
A Metgatyr
MRV se) Pembey
Faly w;::u f"‘n&dn Pintasila da;.ukan ?
Dronn 2 d6rdapat gy, -
Viganisast Kemagy alam Yng

sm::::::::i%am lebih mendalam g ,
ag-Unday Nmn perundangan terse™
Mo Ko & Nomor 8 Tahun 1985 7%
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rgenss i
"9ency of the Sensi_Peran Pemerinta
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ovemment's Role in :hh iy At

2 Profession of Advocate

dlhef‘t"k oleh anggota masyarakat Warga Ne
5ukar813 atas dasar kesamaan kegiatan, profesj

(ndonesia yangberdasarkan Pancasi]a 18

Adapun fungsi dari Organisasi Kemasyarakatan
3) wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan an
h) wadah pembinaan dan pengembangan anggota
tujuan organisasi:

adalah sebagai :
ggotanya;
nya dalam usaha mewujudkan

¢) wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional;

d) sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal
balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara
Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah®.

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi
Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan
yang sejenis, Dengan tidak mengurangi kebebasannya untuk lebih berperan dalam
melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam suatu
wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis sesuai dengan kesamaan
kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa. Yang dimaksud dengan “satu wadah pembinaan dan pengembangan yang
sejenis” jalah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis®

Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkar? pesidayy dan.
_]Jikjran bagi anggota masyarakat Warganegara Republilf Indonesia, mem:u;ift?lf

 PEfanan yang sangat penting dalam meninglatian kelk"tsertaa-ln }:zrc';:sarkan
- Seluryh lapisan masyarakat dalam mewujudkan maéyar.akat Panci:l‘ zn persatuan
"1'\-.unda"g'U“d3ng Dasar 1945 dalam rangka menjamii peminn:s';ional sebagai
0 kesatyan bangsa, menjamin keberhasilan pembanguna

. 21.
s e inva tujuan nasional®’;
~Pe _ ‘ min tercapainya
st "gamalan Pancasila, dan sekaligus menja 85 tentang

Nomor 8 Tahun 19
g pembinaan

ngka pengaturan serta
n pokok, yaitu :

'Dengan diundangkannya Undang-Undan
,;n__-.isasi Kemasyarakatan, adalah dalam kera
":gi'q-iarahkan kepada pencapaian dua sasard

1[&] HUT!.I' L rakatan

e 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasy2 atan hord €

iw"umr B Tohun 1985 tentang Organisasi KemaSYa2E0. o emasyara@n 12
0 perilacamya caam UL Nomor 8 Tahun 1985 (21378 OF0CC i hund ¢

M’"hﬂﬂg UU Nomor 8 Tahun 1985 tentand 2 1
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n perku  “the right t0 freedom of peacey,

yptR) Mt ahwa 1 .
( r mus“l‘l ba n ebut bahw eaceful assembly . Hal demikian
dan berkumpul ya,

san perserikat
haruslah kebebasan

sssembly and 50 hak atas K€ titusi,
haruslah diartikan yahwa a i oleh ukum dan kons ) bebasan berk
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se
rlangsuné | *
n berlang at esensial dalam suatu masyaraky
t dengal kebebasan menyampaikay

erkaitan era
80 hterakan masyarakat'

adalah untuk memajukan dan menyeja
i yang bekerja terdapat dalam tiga ranah kehidupay

gara (state), masyarakat (civil society), dan
n dan bahkan pemisahan ketiganya haruslah

dijadikan perspektif baru dalam membangun pengertian mengenai organisasi
modern, bahkan dewasa ini berkembang pula pandangan yang semakin kuat
bahwa komunitas organisasi di ketiga ranah negara, masyarakat, dan dunia usah
menyiapkan pengaturan-pengaturan ol::la!:zan o sebaly jpu, da”
Jg-nis organisasi tersebut, perlu diperhatika gara.terhada!n aneka bentuk dan
(decoupling) antar ranah negara mﬂsyarak: pentingnya (i) prinsip pemisuhau

) t, dan dunia usaha itu, (ii) prinst
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Organisas; A

) b dvokar ()

Advocates Bar and the Urgency of ':;‘::I '(I'Hf'nr., Peran Ve,
' Uye

at datamn VicAss A3t
iment’s MR

Kol 10 phyee Fredfession of Ay agte
dibentuk oleh anggota masyarakq, Warga Negara Repub)ik
sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profe pn e dndone
terhadap Tuhan Yang Maha Eg;, untuk bhe

rangka mencapai tuj ion;:
dalam : gk P Juan nasional dalam Wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yangberdasarkan Pancasila, '- .

414 secara
Si' 'uﬂ““'i; 51[{:’!"]3, fiilf] i’,l,'p‘?r(;aya;jn

'peran serta dalam pembangunan

Adapun fungsi dari Organi
a) wadah penyalur kegiatan sesyaj kepentingan an

b) wadah pembinaan dan pPengemban
tujuan organisasi:

¢) wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional:

d) sarana penyalur aspirasi anggota, dan sehagai sarana komunikasi sﬁsial tilmbal
balik antar anggota dan/atay antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara
Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan
Permusyawaratan /Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah'”,

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi
Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan
yang sejenis, Dengan tidak mengurangi kebebasannya untuk lebih berperan dalam
melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam suatu
wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis sesuai dengan kesamaan
kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa. Yang dimaksud dengan “satu wadah pembinaan dan pengembangan yang
sejenis” ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis®

Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan
pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara RGPmef Indonesia, mempunyé'
peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kelkutsertaén secara aktif
sehiruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan

Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan'
dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai

pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional®;
Dengan ’ dang Nomor 8 Tahun tent
Or r r rta pembinaan
ganisasi K masyaraka an, adalah dalam ke angka pengaturan serta p b
asl Ke tan,

. okok, yaitu :
yang diarahkan kepada pencapaian dua sasaran p

. arakatan

* Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 1985 tenlang Organisest F8TECL

* Pasal 5 UU nomor 8 Tahun 1985 tarbwae %?:mTahun 1985 tentang Organ

# dalam UU Nom nisasi
2 m&mm& Nomor 8 Tahun 1985 tentang 0162

R109 ¢
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S YA i
kepadd o kehidupa™ berma Dasar 1945 serta tumbubnys o,
. dan Undang- ndang . dan masyarakat Indonesia u,,
a

y

) dan mampy bey .,
untuk berserikat atat berorganise .,
a i

blik Indonesia guna menyalurkan sspiry,
gus merupakan penjataran v,

secara berdaya guna sebag:l .
rakat Warganegara ep '
:;:y; pembangunan nasional, yang sekali

22
28 Undang-Undang Dasar 1945%.

B. Konsep Pemahaman Organisasi Advokat dalam Sudut I:Ja lr;ﬁa;;g;:mg-rww
Organisasi Kemasyarakatan dan Pasal 28E ayat (3) A
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasza hukum, Dzlx € G

maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarian ke

Undang-Undang ini®}, maka tidak bisa dipungkiri dan telah diakui oleh pesnerina

bahwa profesi Advokat merupakan mata rantai yang penting cz.z27 "1k

mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum guna menegakkan kezdizr 72l

terciptanya supremasi hukum dan hak asasi manusia, sebaga; szlzh w270 0

sistem peradilan di Indonesia yang berstatus sebagai penegak hukur 002 —

Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas pemasyarakatan, maka keberadazn Advorz @

dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang mengz

Adapun syarat untuk menjadi Advokat adalah sarjana yang berlztar 024

pﬁﬂdidikﬂl‘l t]nggi hukum dm setelah - .‘. ' f Al
mengikuti pendidikan khusus profes A9
yang dilaksanakan oleh Organisas; y Phlnizis dl:n n knu.: sprofes
AdVOkﬂt [Efdapat beberapa per ‘ ) HM dapd- u;s"?‘:’; ' s
Undang Undang Nomor g tahun 2003 sebagaimana disebutkan dz/27 |

& Adv "
Warga negarg Republik Indonec lemang okat yaitu -

b, Bertempay tingga] dj Indonesia.
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perijazah sarjana yang beratag bedakany 1e
dimaksud dalam Pasal 2 ayar (1) B pend

{ Lulus ujlan yang diadakan olehy Orps isas] Ad
PANISAS) Advekas-
fig sedesrang-bara nya 2 (dua)ry '
2 Magany Wekurangnya 2 ( J?'huntr:mf.mr"i&-m'pad k Ad
NETUS a kantor Advokat;

p Tdak pernab dipidana karen; melakukan tindak pid -
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun at;; pui(::a VIR yocy
H u lenin;

idikan tinggd hukum sebagaimana

i, Berperilaku balk, jujur, bertangeuns i
[ - # rl =37 0 P
I BEYT Javiab, adil, dan mempunyai integritas
yany tinggi, .
Untuk lebib berperan dal: T
| ’ ilam melaksanaban fungsinyz tanpa mengurangi
kebebasannya untul Jet S
y . lebibh berperan dalam metak i
berhimpun dalam satu wadal W PRTEENG Advola
= ‘ satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis,
pun kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor & Tahun 1985 tentang
o
Organisasi Kemasyarakatan, maka yang dimaksud dengan “satu wadah pembinaan
dan pengembangan yang sejenis” ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis™,
sehingga para Advokat membentuk suatu organisasi yaitu Organisasi Advokat.
Organisasi Advokat adalah salah satu bentuk dari organisasi kemasyarakatan,
karena memiliki ciri-ciri sebagaimana maksud dari organisasi kemasyarakatan
sehagaimana yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang

 Organlsasi Kemasyarakatan yaitu:

L Dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas
Sebagaimana discbutkan dalam ketentuan Pasa
tentang Advokat, maka Organisasi Advokat merupakan satu-satunya
profesi Advokat yang bebas dan mancic dengan maksud dan tujogs :”It“k

< meningkatkan kualitas profesi Advokat, maka sudah ]elai b:::;o;::;
- pendirian Organisasl Advokat adalah dibentuk oleh orang-0ranga }

~ s 4] Advokat
. Yang mempunyal profesi yang sama yaitu sebagal o S
Z Wadah pembinaan dan pcngembangan anggotanya dalam

Mujuan organisasi:
Profesi Advokat dapat dikatakan
oo eondiri yan
.:_'_m“ljkilll para Advokat 1t .andl‘rl / =
Mu sendiri, Oleh karena it sc:bagalmm?a o
ptukan Organisast A

‘fhiang Advokat, pembe

dasar kesamaan profesi.
] 28 Undang-Undang
wadah
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i makna dari profesiny3
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ah untuk melakukan
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eugat FEmEByyEE=
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Advocate y tujuan dari Undang-Undang Advale,

" " ll“l
ormatan |1|'ntvsi Advokat Iwrup;l o, l

ngembangan supays
‘.l”‘

artabat dan keh
jsasi Advokat.
enyukseskan pembangunan nasion,).

pembinaan pe
dengan menjaga m

profesi Advokat oleh Organ
am usaha m

srta dal .
3. Wadah peran sert bagal sarana untuk menyalurkan Pen n
(10 ! al

d\“ KC"];IS ill‘;l]{l‘t(‘l'l -;c
a b (;!f'll 'll' 11 a1 VYA "
¢ ngg(){a l!‘(lo L3 [} | Ilr

angat penting dalam meningkatkan |(l'i|illl.‘.‘t*]| i
s L HE
wrakat dalam mewujudkan masy;

Organis
dan pikiran bagi
mempunyai peranan yang $

secara aktif seluruh lapisan masys Moo alar rana |
2 berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ranplk; Menjany,
€ (218 ) ‘

150, menjamin Iu'lu'rh.u.jL,”

”I'lht"

Pancasil e
pemantapan persatuan dan kesatuan bang

pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjy,
tercapainya tujuan nasional®;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentuky,
secara tegas jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan Lk
(equality before the law), yang tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini adal
salah satu dari makna hakiki tujuan nasional, dalam usaha mewujudka
prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernepar,
peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanppung
jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instan
zfl::;?::nl,uﬁl‘:k?;p ::;il:;f;i’:::"ia" d“". ke]f!l‘(h'il:lll. Melalui jasa hukum yl.lrllf

ankan tugas profesinya demi tepaknya keadiln

berdasarkan hy
an huky ,
m untuk kepcntlngan masyarakat pencari keadilan, termasik

usa J
ha memberdayakan masyarakat dalam me
mereka di depan hukum, pe —

Serta merta jug, secara berke
pfemhangunan nasiona, Orga
diupayakan mampy men
Pada koridgp profes; y,

nyadari hak-hak fundamentd
ng; g ;
gan luu.umlnyu keadilan di masyarakat kit

slnuml,umgml te
nisasj Advokat
aga para Advok;

ntunya sanpgat berkaitan deng”
1 i , al
Sebagai wadal dari para Advokd
Tl -
Wyang ikut (i dalamya untuk (et

S mandjp| (. |
Pemallﬂ!n;m art| Olg ' dirf dan I)Ul‘l;lllm;unn jawab,

hilnisa| A('V(lk;l jle

L secara Bramatilal dapat dfart |
yang diaky; Un: bers; ma yang ﬂi::;;., :1") perserikata para /\;IVI:’If.;nI 1{1||[I|1I:”
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" 2 vkt b Uhige - "
wWheeiey B IR T Lhgeeny o e :.] WA Paran Pomntate datain oo Aol
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el Kle iy Wi Prifsissiion of Advacate

' inan, Seperti Kita Ketahut babwa dalam pembontulan sebual organiisl di

donesia. UUD 194S telah memberikan perlindungan yang mendasar, hal
int telah termaktub dalam Pasal 281 avat (1) bup ;:,,||, .‘,'.”I“ ““.,; ‘;,.:I;-,’z
«etiap orang berhak atas kebebasan berserikat, h:-l‘lunnpl;l IlInn,;nvnpfllurlu I :u;
!u'fnd.\l“““- maka terhadap ketentuan pasal tersehut nwmh;-l*ll(nn 1Is|.":||' "l't":l"l
xonstitusional bahwa para Advokat berhak untuk mendilam tll'un;.nl-.'n':f
Advokat, tidak hanya satu organisast saja asalkan di dalam |w|1tII|'I;||n|;/.'| rtl'lnlh
memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pembentukan sebuiah “'I;””mm
dan para pendivinya adalah para Advokat, maka sudah .'.'ul;w;aluw;; dapat
dikatakan hal tersebut juga adalah sebuah Organisasi ﬂulv“ltul'. |

Dalam ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang Undang tentang Advokat yang
menyatakan bahwa Organisasi Advokat merupakan “satu-satunya wadah profesi
Advokat vang bebas dan mandiri.." adalah suatu klausula kalimat yang telah
tepat, karena tidak akan mungkin seorang Notaris, Hakim atau Polisi atau profesi
Lain diluar Advokat dapat membentuk organisasi Advokat, karena yang dapat
membentuk adalah orang-orang yang berprofesi sebagai Advokat. Pengertian

organisasi advokat sebagai satu satunya wadah tunggal adalah benar jika kita

melihat pengertiannya secara berorganisasi dan juga dalam tataran satu jenis
an berbagai macam nama akan

profesi, Organisasi Advokat dapat dibentuk deng
organisasi tersebut, semisal Organisasi Advokat Peradi, Peradin, KAl atau lainnya

namun hal ini tidak kemudian dapat diartikan bahwa terdapat banyak wadah
terhadap para profesi advokat, wadah bagi para advokat adalah tetap satu yaitu

Organisasi Advokat, akan tetapi hanya nama-namanya yang berbeda.

Hal inipun telah diakui pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya

yang menyatakan bahwa :

“ .UU Advokat tidak memastikan apakah wadah profest c;dm;fkattf;{n tyefir;i

tidak menjalankan wewenang-wewenang telrsebutibef‘ ;!ake?:ntuan dan

eksis atau tetap dapat dibentuk: MemP i Se;r; rofesi Advokat,

" norma dalam UU Advokat serta kenyataan P“d". w; akaf ang dimaksud

. menurut Mahkamah, satu-satury’ wadah profesi A ‘{Zianiﬁm 8 (delapan)
. adalah hanya satu wadah pr ofesi Advokat yng mez}inan adanya wadah

'kewenangan a quo, yang tidak menutup kemung

R : : kan 8 (deiapan) kewenangan
 profesi advokat lain yang tida¥ menjalﬂnumpu[ O orserikat menurt

-t kebebasan berk i kta
| PZT:;) p ’éf,f?iiﬁ'ﬁ"sﬁiisac (3) UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan ¢

£ i
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g (delapan) 079 9
an PERADI,

mbentu rkan diri dan tidak meleburkan diri paq,,

bahwa dalam pé ak membuba

ada sebelumnya ti
{ PERADI". but, jelas menyatakan bahwa Seala,

itusi terse
Dari putusan Mahkamah Konstitus 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1q 4

dalam Pasal
dengan ketentuan yang telr:iai)a;ahwa . oapid i dtlinya walla .
Mahkamah Kontitusi meliha

] Undang-Undang Advokat adalah satu bada'n at.au organiasasj Yang
j. dimaksud dalamca:a fuigsi akan tetapi Mahkamah KOHStltUS.l tetap menyatak,,
rl:\e}:nbedakazdsfokat tetap diperbolehkan membuat Organisasi Advokat yang ti dak

ahwa para

unyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang terseby;
memp

C. Konsep Pemahaman Organisasi Advokat dalam Sudut Pandang U“dang-
| Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat terutama jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan “Organisasi Advokat
merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang
dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan

untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat', ternyata hal yang dijadikan sebagai
polemik adalah bagaimana memahami

pengertian “satu satunya wadah tunggal’
sebagaimana dimaksud dalam pasal te

rsebut.
Sejalan dengan putusan Mahkam

ah Konstitusi dalam utusannya Nomor 66/
PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2 d ’

011 yang menyatakan bahwa
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-+ dahulu jika berkaca kembali pady keny,
1 : Y e cad ":C:‘..
beberapa Organmisasi Advokg, "

bahwa eksistensi konflik Yamkan organisasi Advokat menjadi “satu Satuny, Wag,
dalam upayd ikhwal pembe“ksud dalam Undang-Undang Advokat ity sendir ;.
dima iy

tunggal” sebagaimand dikarenakan pembentukan organisasi advokat diserapy,
dapat dipungkiri bahwa ;a para Advokat, maka jika melihat akan kenyataan
kembali seluruhnya kl.e‘:fengan begitu banyaknya orang yang berprofesi seb&ﬂ;
- apalatglor,c_.:ani:;asi Advokat juga berjumlah banyak, sangatiah iy
Advokat dan ternya baga khusus tersebut, karena akan terjy

mungkin akan dapat terbentuk lem
kembali perebutan hak tentang siapa dahulu yang membentuk dan akan terjyg

kembali persaingan tentang siapa yang menyatakan membentuk secara g
terlebih dahulu dan hal ini pada kenyataannya tidaklah menyelesaikan masalh
Maka untuk mengantisipasi hal tersebut perlulah ada suatu kekuasaan lain yang
bersifat imperative yang memiliki otoritas untuk menangani hal tersebut. Sejala
dengan teori Negara Hukum Demokrasi bahwa demi menjaga kesejahterau
t:::::: c:;:m masyarakat, maka upaya negara adalah turut aktif dalam seti#)

yarakat yang mana hal ini adalah salah satu bentuk pertanggun

khusus dalam Profesi A
. dvokat yan _ o
dlmakas]_ld dalam Undang__ ya g mempunya] 8 (delapanJ fungSl Sebaga]mallﬂ

Undang Advokat,

diuraikay,
Sebelym _
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) IBanica.s J
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li Si [
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KESIMPULAN

Dalam ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang Undang tentang Advoiz: 2
menyatakan bahwa Organisasi Advokat merupakan “satu-satunya wadzh pri
Advokat yang bebas dan mandiri.” adalah suatu klausulz kalimat yanz =@
tepat, karena tidak akan mungkin seorang Notaris, Hakim atau Polisi ztau profz
latn dI luar Advokat dapat membentuk organisasi Advokat, karenz van
membentuk adalah orang-orang yang berprofesi sebagai Advokat, karenz 47
Advokat berhak untuk membuat Organisasi Advokat sendiri, selama orang-0
yang mendlirikan Organisasi Advokat ity adalah dalam satu profesi yaitu Advoli
Namun perlulah dibentuk lagi satu wadah tun ’
melakukan 8 (delapan) kewenangan,
Advokat tu sendiri,

Uy

e s’

ggal khusus yang bendgas -_‘:,."-

Peran pemerintah sebagai penen
wadah tunggal yang melaksanakan
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